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ABSTRAK 
 

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM HUBUNGANNYA 

DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  

Studi Kasus pada Kabupaten Sleman 

 
 

Prasetyo Nugroho 
012114219 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2007 
 
 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui efisiensi penerimaan pajak 
reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005, (2) 
mengetahui besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah 
di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005, (3) mengetahui apakah ada hubungan yang 
signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten 
Sleman tahun 2001-2005. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. 
teknik analisis data yang digunakan teknik analisis Efisiensi, teknik analisis kontribusi, 
dan untuk mengetahui hubungan digunakan teknik analisis korelasi. 

 Kesimpulan menunjukkan bahwa: (1) penerimaan pajak reklame di Kabupaten 
Sleman sudah efisien dengan rasio 8,8% per tahunnya, (2) kontribusi penerimaan pajak 
reklame di Kabupaten Sleman mempunyai rata-rata 3,54% per tahunnya, dan (3) ada 
hubungan yang signifikan di Kabupaten Sleman antara penerimaan pajak reklame 
terhadap pendapatan asli daerah. 
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ABSTRACT 

AN ANALYSIS OF ADVERTISING TAX REVENUE IN RELATION  

WITH REGIONAL ORIGINAL REVENUE 

A Case Study in Sleman Regency 

 

Prasetyo Nugroho 

012114219 

Sanata Dharma University 

Yogyakarta 

2007 

 

This study aimed at: (1) knowing  the efficiency of advertising tax revenue 
toward regional original revenue in Sleman Regency in the year of 2001-2005, (2) 
knowing the contribution of advertising tax revenue toward regional original revenue in 
Sleman Regency in the year of  2001-2005, (3) finding out whether or not there was 
significant relationship between the advertising tax revenue and regional original revenue 
in Sleman Regency in the year of 2001-2005. 

 The data collecting techniques used in this study were interview and 
documentation. This study used efficiency analysis technique and contribution analysis 
technique in analysing the data, and correlation analysis technique in finding out the 
relationship. 

 From the data analysis, it could be concluded that (1) the advertising tax income 
in Sleman Regency was already efficient, with the ratio of  8,8% per year, (2) the 
contribution of advertising tax income in Sleman Regency was  3,53% per  year on the 
average, and (3) there was a significant relationship between advertising tax income and 
regional original revenue in Sleman Regency 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus 

berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik fisik maupun mental, 

untuk mendukung laju pembangunan diperlukan sumber penerimaan 

pembangunan yang cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh situasi pasar global. 

Sumber-sumber penerimaan pembangunan diharapkan tetap bertumpu pada 

sumber dana dari dalam negeri, sedangkan sumber dana dari negera luar hanyalah 

sebagai pelengkap. Sehingga dengan demikian akan terwujud perekonomian 

nasional yang mandiri dan handal untuk meningkatkan kemakmuran seluruh 

masyarakat secara selaras, adil, dan merata merupakan arah yang ingin dicapai 

dalam pembangunan nasional. 

         Didalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah 

merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dengan demikian antara keuangan 

negara dengan keuangan daerah juga mencakup pelaksanaan pembangunan 

nasional dan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah juga berarti keberhasilan 

pembangunan nasional. 

Untuk terciptanya kemandirian pemerintah daerah, pemerintah pusat 

memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan 

pemerintahannya sendiri. Selaras dengan hal tersebut pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu 

Undang - undang  No.  22 Tahun 1999  tentang  pemerintah  daerah  dan  Undang- 
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undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan 

daerah. Tujuan ditetapkannya undang-undang tersebut agar pemerintah daerah 

dapat menggali sendiri sumberdaya yang tersedia sebagai modal yang akan 

digunakan dalam pembangunan daerah dan didalam Undang-undang ini daerah 

kabupaten dan daerah kota berfungsi sebagai daerah otonom dengan kewenangan 

untuk menjalankan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat 

(Nugroho,  2000: 14). 

         Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan restribusi daerah, 

diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk 

mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pemungutan 

pajak dan restribusi daerah karena pajak dan restribusi dianggap sumber 

pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelengaraan 

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi 

daerah yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah 

kabupaten/ kota. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak 

daerah perlu dilakukan secara terpadu dengan pajak pusat, pembinaan dilakukan 

secara terus menerus terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara 

pajak pusat dan negara saling melengkapi (Nugroho, 2000: 32). 

         Pajak reklame adalah salah satu dari sekian banyak bagian Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), pajak reklame dirasa juga mempunyai andil yang cukup besar 

bagi pemerintah daerah, karena dituntut kemajuan jaman dan teknologi 

masyarakat tidak mau ketinggalan untuk itu salah satunya memanfaatkan jasa 

reklame dalam penyampaian informasi yang akan di sajikan kepada masyarakat 

lain yang dirasakan juga membutuhkan informasi tersebut dengan keadaan seperti 

ini pemerintah daerahlah yang diuntungkan karena penarikan pajaknya didalam 
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jasa pemasangan reklame menjadi lebih banyak dan secara tidak langsung akan 

berpengaruh juga pada keuangan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri penting untuk 

terus ditingkatkan agar dapat membantu kesejahteraan dan kemakmuran daerah 

itu dan masyarakatnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-

2005 sudah efisien? 

2. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame 

dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2001-2005?  

 

C. Tujuan penelitian 

      Tujuan penelitian secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

tahun 2001-2005 sudah efisien. 

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun 2001-2005. 

3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan 

pajak reklame dengan pendapatan asli daerah tahun 2001-2005. 

 

D. Manfaat penelitian 
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Manfaat penelitian secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas 

Sebagai tambahan koleksi kepustakaan pihak-pihak yang akan memperdalam 

tentang penerimaan pajak reklame terkait dengan pendapatan asli daerah. 

2. Bagi Pemerintahan Daerah 

Penelitian ini dapat memberi masukan dalam mengelola keuangannya dan 

masukan untuk meningkatkan penghasilan bagi daerahnya. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil pengetahuannya tentang pajak 

khususnya tentang pajak reklame. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan ini secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bab I      : Pendahuluan 

Pada bab ini pembahasannya mengenai salah satu pemberian   

kewenangan yang mutlak yaitu dengan pemberian otonomi daerah 

kepada pemerintah kabupaten, dan undang-undang yang mendasari dan 

dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan kedalam masalah 

yang akan diteliti, membuat batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

 

 

Bab II    : Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar-dasar teori yang  dipakai 

dalam melakukan penelitian. Pembahasan tersebut berupa uraian 
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tentang pendapatan asli daerah, kontribusi, efisiensi pajak-pajak daerah 

dan dasar hukumnya. 

Bab III   : Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yaiti  studi 

kasus yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sleman, 

pembahasan tentang subyek dan obyek penelitian, tempat dan waktu 

penelitian. 

Bab IV  : Gambaran umum mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten     

Sleman Yogyakarta. 

Pada bab ini membahas mengenai sejarah berdirinya Pemerintah 

Kabupaten Sleman Yogyakarta, luas wilayah, dan keadaan 

penduduknya 

Bab V    :  Deskripsi Data, Analisis Data, dan Pembahasan 

Analisis data yang digunakan uuntuk membahas permasalahan yang 

ada yaitu dengan menggunakan rasio efisiensi, kontribusi, dan analisis 

korelasi. 

Bab VI  :  Penutup 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data, selain itu juga 

berisi tentang keterbatasan peneliti, dan saran. 

 



BAB II 

                                       LANDASAN TEORI  

 

A. Pendapatan Asli Daerah 

Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah  menurut Samudra, (1995:51) adalah sumber- 

sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan 

merupakan pendapatan yang sah. 

Pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 

tentang pajak dan restribusi daerah adalah penerimaan yang berasal dari suber-

sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, bagian 

laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, penerimaan lain-lain serta penerimaan 

pembangunan (pinjaman daerah). 

 

B. Pajak Daerah (Local Tax) 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Pajak daerah menurut Samudra, (1995:41) adalah pungutan daerah 

menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan 

rumah tangganya sebagai badan hukum publik. 

Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah 

yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan 

dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pungutan ini dikenakan kepada 

semua obyek pajak seperti orang/ badan dan benda bergerak atau tidak 

bergerak. 

2. Dasar hukum 
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Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang-undang Republik 

Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 

Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah, 

Keputusan Menteri dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan 

prosedur administrasi pajak daerah, restribusi daerah, dan penerimaan 

pendapatan lain-lain, Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 

tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 

 

C. Pajak  

      1. Definisi Pajak  

Yang dikemukakan oleh seorang ahli perpajakan di Indonesia yakni 

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro,S.H., seperti yang di kutip oleh Waluyo dan 

Wirawan dalam buku Perpajakan (2000), pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara yang berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan 

dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Sedangkan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P.J.A. 

Adriani, seperti yang di kutip oleh Waluyo dan Wirawan dalam buku 

perpajakan (2000), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeleuaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk 

menyelengarakan pemerintahan. 

2. Fungsi Pajak 
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Pajak memiliki dua macam fungsi utama yaitu fungsi penerimaan 

(budgetair) dan fungsi mengatur (reguler). Berikut penjelasannya: 

a) Fungsi Penerimaan (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi   

pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun 

pembanggunan. 

      b) Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya 

pajak yang tinggi untuk minuman keras agar peredarannya dapat di tekan. 

3. Asas-asas Pemungutan Pajak 

Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiri into the Natural 

and Causes of the Wealth of Nations, seperti yang dikutip Waluyo dan 

Wirawan dalam buku perpajakan (2000:5) menyatakan bahwa  pemungutan 

hendaknya didasarkan pada empat asas pemungutan pajak (The four Maxims). 

a) Equality 

Pajak yang dipunggut harus bersifat adil dan merata, maksudnya 

pajak yang dikenakan pada orang pribadi harus sebanding dengan 

kemampuan membayar dan sesuai dengan manfaat yang di terima. 

b) Certainly 

Penetapan pajak itu tidak sewenang-wenang, oleh karena itu wajib 

pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti pajak yang terhutang kapan 

harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c) Convenience 
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Mengenai cara pembayaran pajak. Wajib pajak membayar pajak pada 

saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib 

pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut sebagai 

pay as you earn. 

d) Economy 

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib 

pajak secara ekonomi diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 

beban yang dipikul wajib pajak. 

4. Cara Pemungutan Pajak 

a) Stelsel Pajak 

Ada tiga cara pemungutan pajak berdasar stelsel: 

 

1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

     Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, 

sehingga pemunggutannya baru dapat dilakukan pada akir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui. 

2) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak berdasar pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya. 

3) Stelsel Campuran 

Kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun jumlah pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun jumlah pajak disesuaikan dengan keadaan 

yang sebenarnya apabila jumlah pajaknya menurut kenyataan lebih 
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besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus 

menambah kekurangannya. demikian pula sebaliknya. 

b) Sistem pemungutan pajak 

Dibagi menjadi tiga bagian : 

1) Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

2) Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

besar pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 

3) With holding system  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

c) Asas pemungutan lainnya 

Ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak : 

1) Asas Tempat Tinggal 

Artinya bahwa negara memiliki hak untuk memungut atas 

seluruh penghasilan wajib pajak berdasar tempat tinggal wajib pajak 

tanpa memperhatikan apakah ia sebagai warga negaranya atau warga 

negara asing.  

2) Asas kebangsaan 
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Pajak dikenakan berdasarkan kebangsaan suatu negara. Asas ini 

berlaku pada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 

3) Asas sumber 

Negara memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan 

yang bersumber dari suatu negara, dengan demikian orang atau badan 

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa 

memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

 

D. Pajak Reklame 

1. Dasar Hukum 

                Dasar hukum didikenakannya pajak reklame adalah Peraturan Daerah 

No.10 Tahun 1998 diperbaharui dengan Peraturan Daerah No.5 Tahun 1998. 

2. Pengertian  

   Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelengaraan reklame.  

          Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk susunan dan corak ragamnya tujuan komersiil dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau 

orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa 

ataupun orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau 

didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

 

E. Obyek dan Subyek Pajak. 

Obyek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaran 

reklame tersebut meliputi: 
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1) Reklame Papan/Bilboard/Megaton. 

Reklame Papan/bilboard/Megaton adalah Papan iklan yang ditempatkan diluar 

ruang (Ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng yang dipasang 

dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronika sehingga 

menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi 

2) Reklame kain. 

Reklame kain adalah Reklame yang terbuat dari kain atau bahan yang 

dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain adalah spanduk, 

banner, umbul-umbul 

3) Reklame Neon Box. 

 Reklame Neon Box adalah Papan reklame iklan yang ditempatkan diluar 

ruang (Ruang terbuka) atau didalam ruang yang terbuka yang terbuat dari Box 

yang bersinar. 

4) Reklame Selebaran. 

Reklame Selebaran adalah Reklame yang terbuat dari kertas, plastik atau 

bahan yang sejenis atau dipersamakan dalam bentuk selebaran. 

5) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan. 

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah Reklame yang ditulis atau 

ditempatkan pada kendaraan antara lain roda dua, tiga, empat, atau kendaraan 

lain yang dipersamakan. 

6) Reklame Udara. 

Reklame Udara adalah Reklame yang melayang di udara, contoh: Balon. 

 

7) Reklame Suara. 
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Reklame Suara adalah Reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan 

suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat. 

8) Reklame Film/Slide. 

Reklame Film/Slide adalah Reklame yang menggunakan klise berupa kaca 

film atau  bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda 

lain 

9) Reklame Peragaan. 

Reklame Peragaan adalah Reklame yang berjenis peragaan atau demonstrasi 

dari hasil suatu produksi barang yang diadakan khusus untuk tujauan promosi. 

10) Reklame Baliho  

Reklame Baliho adalah Papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (Rung 

terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan. 

11) Reklame Shopsign 

Reklame Shopsign adalah Papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/bahan 

lain yang dipersamakan yang menempel atau melekat pada bidang banggunan. 

12) Konsesi  

Konsesi adalah Kerelaan, kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan 

perjanjian, Pemerintah Daerah bertindak salah satu pihak konsesi yang 

memberikan hak pengelolaan titik lokasi reklame kepada pihak lainnya yaitu 

perseorangan maupun badan usaha dengan nilai konsesi ditentukan 

berdasarkan harga penawaran tertinggi.   

Dikecualikan dari obyek pajak: 

1) Penyelengaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

2) Penyelengaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan,  warta bulanan dan sejenisnya. 
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3) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati kepala 

daerah. 

Subyek pajak adalah badan yang menyelenggarakan atau memesan 

reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

reklame. 

 

F. Dasar dan Pengenaan Tarif Pajak Reklame 

Dasar pengenaan tarif pajaknya adalah nilai sewa reklame (NSR)   

dihitung berdasar pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis 

reklame. 

Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan 

yang memanfaatkan reklame, untuk kepentingan sendiri maka nilai sewa reklame 

dihitung berdasarkan besar biaya pemasangannya, pemeliharaan, lama 

pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. 

Dalam hal reklame diselengarakan oleh pihak ke tiga maka nilai sewa 

reklame ditentukan berdasar jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau 

masa penyelengaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaya 

pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi, dan jenis reklame dan 

tarifnya ditetapkan 25% dari total biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan 

sebuah reklame. Pajak terutang adalah masa pajak terjadi pada saat 

penyelengaraan reklame. 

 

G. Pengertian Efisiensi 

Menurut Anthony (1993:202), efisiensi merupakan perbandingan antara 

keluaran dengan masukan atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari satu unit 
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input yang digunakan suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika 

pusat pertanggungjawaban tersebut: 

1. Menggunakan sumber biaya atau masukan lebih kecil untuk menghasilkan 

keluaran dalam jumlah yang sama. 

2. Menggunakan sumber atau biaya atau masukkan sama untuk menghasilkan 

keluaran yang lebih besar. 

Pada kebanyakan pusat pertanggungjawaban, pengukuran efisiensi dapat 

dikembangkan dengan cara membandingkan antara kenyataan biaya yang 

digunakan dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Standar pembiayaan yaitu 

gambaran tingkat biaya tertentu yang dapat mengekspresikan berapa besar biaya 

yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu. 

 

 

 

H. Pengertian Kontribusi 

Kata Kontribusi menurut kamus bersar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

“uang iuran (Kepada perkumpulan dan sebagainya) : Sumbangan”. Berdasar 

kamus tersebut maka kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan. 

Dalam arti kontribusi adalah sumbangan maka yang dimaksud dengan 

kontribusi pajak reklame adalah sumbangan pajak reklame terhadap PAD pada 

suatu periode tertentu. Akan tetapi diluar kontribusi pajak reklame ada beberapa 

kontribusi yang dapat menigkatkan PAD antara lain restribusi daerah, bagian laba 

BUMD, penerimaan dinas-dinas, penerimaan lain-lain, serta penerimaan 

pembangunan, dan pajak diluar pajak reklame.  

                     
I. Penelitian Terdahulu 
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Banyak teori dan studi kasus yang mendukung pernyataan bahwa ada 

faktor-faktor yang dapat menghambat tingkat efisiensi, dan kontribusi dalam 

penerimaan pajak khususnya pajak reklame, hal ini dapat terjadi karena kurangnya 

kesadaran wajib pajak dan upaya menanggulanginya dapat dilakukan dengan cara 

memonitor, koordinasi, dan memanfaatkan peluang global dengan pihak-pihak 

yang terkait. 

Untara (2001) melakukan penelitian tentang tingkat efisiensi pajak 

reklame dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian dilakukan di 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan tahun 1996-2000. Dari 

hasil penelitiannya diperoleh bawa penerimaan pajak reklame dirasa kurang 

efisien dibanding dengan penerimaan yang lain. 

Kuncoro (2005) melakukan penelitian dengan judul kontribusi retribusi 

daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian dilakukan di Pemerintah 

Kabupaten Karanganyar, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada 

perkembangan penerimaan retribusi daerah yang signifikan di Kabupaten 

Karanganyar tahun 2000-2004, dan menurut penelitian sudah bisa dikatakan 

efisien. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah penerimaam pendapatan asli daerah khususnya didalam hal penerimaam 

pajak reklame di Kabupaten Sleman sudah mengalami peningkatan yang 

signifikan dengan melihat luas dan letak Kabupaten Sleman sendiri akan tetapi di 

luar penerimaan pendapatan pajak reklame pajak yang lain juga mengalami hal 

yang sama. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu  

penelitian terhadap suatu objek tertentu dalam waktu tertentu, dan dari data 

tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

 

B. Tempat dan waktu penelitian  

Tempat penelitian di Kabupaten Sleman, dan waktu yang dibutuhkan 

untuk melakukan penelitian antara bulan pertama sampai dengan bulan terakhir 

penelitian. 

 

C. Subyek dan Obyek penelitian. 

Subyek dan obyek penelitian: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 

Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman. 

 

D. Data yang Diperlukan: 

   1. Gambaran umum tentang Pemerintah Kabupaten Sleman yang  menjadi obyek   

penelitian. 

2. Penerimaan pajak reklame tahun 2001– 2005. 

3. Realisasi PAD tahun 2001-2005.   
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data secara langsung kepada pihak-pihak yang   

bersangkutan. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat data yang nanti  akan 

diteliti. 

3. Kepustakaan 

Merupakan data sekunder dalam mencari sumber panelitian, literatur-

literatur, buku-buku, ataupun dokumen yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan penulis untuk mengetahui tingkat efisiensi dan 

seberapa besar kontribusi dari penerimaan pajak reklame, serta untuk mengetahui 

apakah ada hubungan dari penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah dengan tahun 2001-2005, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

   1. Permasalahan Pertama 

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan teknik efisiensi, 

teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman sudah efisien, 

maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut yaitu: 

a. Mengambil data biaya pemungutan pajak reklame terhadap PAD per   

tahun  selama lima tahun. 
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b. Mengambil data realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD. 

c. Memasukkan data biaya pemungutan pajak reklame dan realisasi   

penerimaan PAD kedalam rumus: 

 

                Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak reklame 

      Rasio efisiensi =       X 100% 

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

 

d. Memasukkan hasil perhitungan rasio efisiensi kedalam tabel : 

 
Tabel III. 1 

Rencana tabel efisiensi penerimaan pajak reklame terhadap PAD 

Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 

 

Tahun 
Anggaran 

Biaya Pemungutan 
Pajak Reklame 

Realisasi Penerimaan 
Pajak Reklame 

Tingkat 
Efisiensi (%) 

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    

 

 

Kinerja Pemerintah daerah dalam melakukkan pungutan pajak reklame 

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 

dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah 

semakin baik (Halim 2001:264). 

2. Permasalahan Kedua 

Untuk menjawab permasalahan ke dua digunakan analisis kontribusi. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
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penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Sleman, maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mencari data dan informasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Sleman 

2. Menghitung besarnya Kontribusi penerimaan pajak reklame disetiap tahun 

yang ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                Realisasi Pajak Reklame 

               Kontribusi  =                                                                   X100% 

                                                            Realisasi PAD                   

 

 

   Tabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Tabel III. 3 

Rencana tabel kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD 

Kabupaten Sleman tahun 2001-2005 

 

Tahun Anggaran Realisasi Pajak 
Reklame 

Realisasi PAD Kontribusi (%) 

2001    

2002    

2003    

2004    

2005    
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3. Permasalahan Ketiga  

Untuk menjawab permasalahan ketiga dari pertanyaan yang telah 

dirumuskan yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan dari penerimaan 

pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah digunakan persamaan korelasi. 

Dalam penelitian ini persamaan  korelasi diperoleh dari bantuan program 

SPSS. Persamaan umum untuk korelasinya adalah sebagai berikut:        

                                      
 

r = Koefisien korelasi.  

x = Penerimaan pajak reklame. 

y = Pendapatan asli daerah. 

n = Jumlah tahun yang digunakan. 

Bila r = 1, hubungan x dan y sempurna positif yang artinya apabila penerimaan   

pajak reklame tinggi maka pendapatan asli daerah juga tinggi. 

Bila r   = -1, hubungan x dan y sempurna negatif artinya apabila penerimaan 

pajak reklame tinggi maka pendapatan asli daerah rendah dan 

sebaliknya apabila penerimaan pajak reklame rendah maka 

pendapatan asli daerah tinggi. 

Bila r = 0, hubungan x dan y lemah sekali atau tidak ada hubungan antara 

penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah. 

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis, pengujian hipotesis 

terhadapkorelasi diambil suatu pendapat bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah, dan 

memilih alternatif bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerimaan pajak 

reklame dengan pendapatan asli daerah.  
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Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan hipotesis (Ho dan Ha) 

Ho = Tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame 

dengan pendapatan asli daerah. 

Ha = Ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan 

pendapatan asli daerah. 

b. Menentukan taraf signifikasi 5% 

 

c. Kriteria pengujian 

Ho dapat diterima Ho dapat ditolak Ho dapat ditolak 

-t(α/2;n-2) t(α/2;n-2) 

 

 

 

 

Ho tidak dapat ditolak jika –t (α/2; n-2) ≤ tH ≤ t (α/2; n-2) 

Ho dapat ditolak jika tH > t (α/2; n-2) tH < -t (α/2; n-2) 

d. Mencari t hitung 

       

            
   

Keterangan: 

t = t-test 

r = Koefisien Korelasi 

N = Banyaknya data 

 

e. Kesimpulan 



 23

Jika Ho diterima maka tidak ada hubungan yang signifikan antara penerimaan 

pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah. 

Jika Ho ditolak maka ada hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak 

reklame dengan Pendapatan Asli Daerah. 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

 
 

A. Sejarah Umum Kabupaten Sleman 

Berdasarkan perda no. 12 tahun 1998 tertanggal 19 oktober 1998, 

menetapkan tanggal 15 mei tahun 1916 merupakan hari jadi Sleman. Disini perlu 

ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari 

jadi Pemerintahan Kabupaten Dati II Sleman. Penegasan ini diperlukan menginggat 

keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai 

wujud lahirnya negara Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Dati II 

Sleman. 

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi 

masyarakat dan Pemerintahan daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan 

yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. 

Dalam perhitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari 

Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb tahun Je 1846 Wuku Wayang. Atas dasar 

perhitungan tersebut ditentukan surya sungkala (perhitungan tahun Masehi)  

Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, Manunggal 

= 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut 

perhitungan jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana 

Catur Salira Tunggal yang berarti Anggana = 6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, 

sehingga terbaca tahun tertanggal 15 mei 1916.  
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B. Keadaan Geografis 
 

1. Letak Wilayah 
 

Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 107° 15' 03''   

dan 107° 29'  30''  Bujur timur, 7° 34' 51'' dan 7° 47' 30'' Lintang selatan. 

Kabupaten Sleman sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, 

Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY, dan 

Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa tengah dan sebelah selatan berbatasan 

dengan Kota Yogjakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, 

Propinsi DIY. 

 2. Luas Wilayah 
 

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 

atau 18% dari luar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km2, 

dengan jarak terjauh utara-selatan 32 Km, timur-barat 35 Km. Secara 

administratif Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 86 Desa, 

dan terbagi atas 3 wilayah yaitu: Wilayah Sleman Timur, Sleman Tengah, 

Sleman Barat. 

 3. Topografi  
 

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagikan selatan relatif datar 

kecuali daerah perbukitan tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di 

Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan di bagian utara sekitar 

Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir 

setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan 

didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. 
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 Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sd 

>1000 m dari permukaan laut. Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim 

tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember-April dan musim 

kemarau antara bulan Mei-Oktober. 

 

B. Keadaan Penduduk 
 

 Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akir tahun 2001, jumlah 

penduduk Sleman tercatat sebesar 862.314 jiwa yang terdiri dari 426.329 laki-laki 

dan 435.985 perempuan. Dengan luas wilayah sebesar 574,82 Km2, maka 

diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 1.500 jiwa per Km2. Beberapa 

kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.136 jiwa per 

Km2, Mlati dengan 2.396 jiwa per Km2 serta Gamping dan Godean dengan 

masing-masing 2.286 jiwa dan 2.158 per Km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.1 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

Di Kabupaten Sleman Tahun 2001  
 

Bulan Laki-laki Perempuan Jumlah 

(10) (2) (3) (4) 
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1. Januari 420.595 430.433 851.028 

2. Februari 421.033 340.791 851.824 

3. Maret 421.521 431.318 852.839 

4. April 244.256 432.179 854.435 

5. Mei 422.813 432.709 855.522 

6. Juni 423.333 433.225 856.558 

7. Juli 423.937 433.846 857.783 

8. Agustus 424.962 434.443 858.940 

9. September 424.962 434.855 859.817 

10. Oktober 425.465 435.254 860.719 

11. November 425.917 435.709 861.626 

12. Desember 426.329 435.985 862.314 

  Sumber : www.Sleman.go.id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel IV.2 
Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan 

Di Kabupaten Sleman Tahun 2001 

 

 

Kecamatan 

   

      Mutasi

   

             Penduduk Lahir Datang Pindah Mati Penduduk Pertumbuhan 
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awal tahun akir tahun 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.Moyudan 33.595 387 178 170 192 33.798 203 

2. Minggir 43.562 399 168 224 238 34.667 105 

3. Seyegen 42.151 461 183 224 187 42.384 233 

4. Godean 57.245 696 642 298 238 57.947 702 

5. Gamping 65.789 922 1.092 615 318 66.870 1.081 

6. Mlati 67.037 979 1.428 815 283 68.344 10307 

7. Depok 109.092 1.289 2.813 1.287 413 111.494 2.402 

8. Berbah 40.226 434 305 179 169 40.617 391 

9.Prambanan 44.003 491 166 151 200 44.309 306 

10. Kalasan 54.621 689 561 331 252 55.288 667 

11.Ngemplak 44.382 597 617 243 210 45.143 761 

12. Ngaglik 65.927 756 1.557 559 295 67.386 1.459 

13. Sleman 55.549 761 464 271 256 56.247 698 

14. Tempel 46.386 533 862 435 293 47.053 667 

 

 

 

 

Tabel IV.2 

Perkembangan Penduduk Menurut Kecamatan 
Di Kabupaten Sleman Tahun 2001 

(Lanjutan) 

15. Turi 32.544 553 180 153 188 32.936 392 
Tahun 2000 838.628 10.808 10.076 5.386 3.950 850.176 11.548 

16. Pakem 30.713 358 391 159 195 31.108 395 
Tahun 1999 828.960 9.956 9.956 5.773 4.345 838.628 9.668 

17. Cangkringan 26.354 363 284 106 172 26.723 369 
Tahun 1998 819.800 9.889 9.368 5.937 4.160 828.960 9.160 

Jumlah 850.176 10.668 11.791 6.220 4.101 862.314 12.138 
Tahun 1997 809.490 9.950 10.074 5.863 3.851 819.800 10.310 
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 Sumber : www.Sleman.go.id  

Penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 1990 sebanyak 754.750 

jiwa dari tahun 2000 meningkat menjadi 850.176 jiwa dengan pertumbuhan 

penduduk sebesar1,43% dan angka kepadatan penduduk 1.479 jiwa/Km2. 

Menurut registrasi penduduk sampai pertengahan tahun 2001 jumlah 

penduduk Kabupaten Sleman 856.558 (naik 0,84) yang terdiri dari 424.333 

jiwa penduduk laki-laki dan 433.225 jiwa penduduk wanita. Pertumbuhan 

penduduk di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun diupayakan untuk 

dikendalikan. Pada tahun 2000 pertumbuhan penduduk Sleman sebesar 

0,1078%/tahun, menurun 0,6722% dibanding tahun sebelumnya 

Kepadatan penduduk kabupaten Sleman rata-rata 1.490 orang per 

Km2. Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di kecamatan Depok 

yakni3.102 orang per Km2. Sedangkan kepadatan penduduk yang paling 

rendah terdapat di kecamatan Cangkringan yakni hanya 554 orang per Km2 

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman tergolong sangat tinggi 

dibanding pertumbuhan penduduk kain di DIY. Migrasi masuk lebih besar 

dibanding migrasi keluar yang merupakan konsekuensi Sleman sebagai tujuan 

pendidikan yang mengakibatkan pesatnya pertumbuhan perumahan dan 

pemukiman di Kabupaten Sleman. 

 

D.  Agama 
 
                Kerukunan kehidupan intern umat beragama dan antar umat beragama di 

Kabupaten Sleman dalam kondisi baik dan terkendali, toleransi antar umat 

beragama dan rasa kegotong-royongan diantara umat di Kabupaten Sleman, 
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menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kabupaten Sleman. 

Tabel IV.3 
Komposisi Penduduk Menurut Agama di Kabupaten Sleman 

 
Jenis Agama % 

Islam 91,29 

Kristen  6,24 

Katolik 2,28 

Hindu  0,12 

Budha 0,07 

                               Sumber : www.Sleman.go.id

Tabel IV.4 
Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya di Kabupaten Sleman 

Tahun 2000/2001 
 

Kecamatan  Pemeluk     

 Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Moyudan 28.291 4.871 494 - 1 - 33.657 

2. Minggir 35.986 7.811 892 4 2 - 34.695 

3. Seyegan 40.886 982 134 45 2 - 42.049 

4. Godean 53.523 2.287 2.294 13 5 - 58.122 

5. Gamping 62.729 2.509 2.851 46 29 - 68.164 

6. Mlati 60.304 4.965 2.804 130 136 - 68.339 

7. Depok 98.871 6.348 4.833 468 323 - 110.843 

8. Berbah 37.562 2.069 943 25 19 - 40.618 

http://www.sleman.go.id/
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9. Prambanan 41.417 2.266 312 13 - - 44.208 

10. Kalasan 50.877 3.134 788 100 11 - 54.910 

11.Ngemplak 42.168 2.034 748 52 74 - 45.076 

12. Ngaglik 60.658 3.940 1.726 89 33 - 66.446 

13. Sleman 51.138 3.236 501 6 1 - 54.882 

14. Tempel 45.487 799 109 4 2 - 46.401 

Sumber : www.Sleman.go.id

 

 

C. Pemerintahan 
 

Pemerintahan Kabupaten Sleman dipimpin oleh seorang Bupati dan 

Wakil Bupati. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat, hingga bulan Desember 2001 di lingkungan Pemda 

Kabupaten Sleman terdapat 14.218 PNS yang terdiri dari 6.255 (43,99%) PNS 

wanita dan 7.963(56,01%) PNS laki-laki. Dari jumlah PNS yang ada, rasio 

pegawai terhadap jumlah penduduk 1: 60,24 artinya seorang pegawai melayani 

60,24 jiwa penduduk. 

                Latar belakang pendidikan PNS terdiri dari S2 sebanyak 36 orang 

atau 0,25%, S1 sebanyak 2.535 orang atau 17,83%, Diploma sebanyak 589 orang 

atau 4,14%, SD sebanyak 526 orang atau 3,70%. 

                 Sedangkan jumlah pejabat fungsional sampai dengan bulan 

Desember 2001 sebanyak 10.482 yang terdiri dari guru TK 490 orang, guru SD 

4.216 orang, guru SMU 1.024 orang, guru SMK 866 orang, guru SLB 173 orang, 

pengawas 47 orang, tenaga fungsional medis 783 orang, pustakawan 4 orang, 

http://www.sleman.go.id/


 32

arsiparis 16 orang, penyuluh pertanian 138 orang, penyuluh pertanian 138 orang, 

penyuluh kehutanan 18 orang, dan penyuluh perindustrian 2 orang.  

 

 

Tabel IV.5 
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut  

Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman 
 

No Nama Instansi Pria Wanita Jumlah 

1. Sekretariat Daerah 144 96 240 

2. Sekretariat Dewan 26 9 35 

3. Kantor  Kepegawaian Daerah 38 24 62 

4. Kantor Data Elektronik, Arsip 

dan kepustakaan  

14 15 29 

5. Kantor Dampak Limgkungan 23 7 30 

6. Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Kekayaan daerah  

134 72 206 

7. Badan Pengawasan Daerah 30 29 59 

8. Badan Perencanaan 

Pembangunan daerah 

49 25 74 

9. Dinas Kesejahteraan 

Masyarakat 

151 72 223 

10. Dinas Kesehatan 358 755 1.113 

11. Dinas Ketentraman dan 

Ketertiban 

122 48 170 

12. Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan  

5.395 4.744 10.139 

13. Dinas Pertanian dan 
Kehutanan 

322 100 422 
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Tabel IV.5 

Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut  
Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman 

(Lanjutan) 
 

14. Dinas Perekonomoian 112 50 162 

15. Dinas Pekerjaan Umum, 

Perhubungan dan 

Pertambangan 

566 57 623 

16. Kecamatan Moyudan 30 5 35 

17. Kecamatan. Minggir 24 4 28 

18 Kecamatan Seyegen 35 2 37 

19. Kecamatan. Godean 29 11 40 

20. Kecamatan. Gamping 26 9 35 

21. Kecamatan. Mlati 28 9 37 

22. Kecamatan Depok 31 2 33 

23. Kecamatan. Berbah 26 10 36 

24. Kecamatan Prambanan 32 13 45 

25. Kecamatan. Kalasan 25 15 40 

26. Kecamatan Ngemplak 24 7 31 

27. Kecamatan. Ngaglik 27 10 37 

28. Kecamatan. Sleman 33 5 38 

29. Kecamatan Tempel 26 13 39 
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Tabel IV.5 
Jumlah Pegawai Otonomi Daerah Menurut  

Instansi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman 
(Lanjutan) 

 
30. Kecamatan. Turi 26 20 46 

31. Kecamatan. Pakem 31 12 43 

32. Kecamatan Cangkringan 26 5 31 

 JUMLAH 7.963 6.255 14.218 

  Sumber : www.Sleman.go.id

 



Bab V 

DESKRIPSI DATA, ANALISIS DATA, 

 DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 
 

Data yang digunakan untuk menganalisis efisiensi, besar kontribusi, dan 

hubungan penerimaan pajak reklame dengan PAD adalah data penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2001-2005, data relisasi PAD dari tahun 2001-2005. Data tersebut 

dapat diringkas sebagai berikut:  

                                             Tabel V.1 
Penerimaan pajak reklame Kabupaten Sleman 

Tahun 2001-2005 
 

Tahun Realisasi Penerimaan pajak 
reklame 

2001 Rp    577.864.878,95 
2002 Rp    832.927.225,91 
2003 Rp 1.614.415.778,00 
2004 Rp 3.511.364.429,19 
2005 Rp 4.180.130.371,96 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Sleman 
 
 

                                             Tabel V.2 
PAD Kabupaten Sleman 

Tahun 2001-2005 
 

Tahun Realisasi PAD 
2001 Rp 29.571.153.214,43 
2002 Rp 38.908.192.767,97 
2003 Rp 48.106.789.633,00 
2004 Rp 70.499.050.996,77 
2005 Rp 79.581.477.340,31 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Sleman 
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B. Analisis data 
 

    Penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerimaan pajak 

reklame dalam hubungannya dengan PAD, maka dalam analisis data ini 

digunakan analisis efisiensi yaitu untuk mengetahui apakah penerimaan pajak 

reklame terhadap PAD di Kabupaten Sleman sudah efisien, dan untuk mencari 

seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten 

Sleman maka digunakan analisis kontribusi, sedangkan untuk mencari  hubungan 

antara penerimaan pajak reklame dengan PAD maka analisis yang digunakan 

adalah analisis korelasi, peneliti membutuhkan dua variabel yang akan digunakan 

diantaranya satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel 

independen adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya 

variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini sebagai 

variabel independen adalah penerimaan pajak reklame, dan sebagai variabel 

dependen adalah pendapatan asli daerah. 

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan data realisasi 

penerimaan pajak reklame, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak 

reklame, dan realisasi pendapatan asli Kabupaten Sleman dari tahu 2001-2005. 

Data yang akan dianalisis adalah data penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Sleman untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Sleman sudah efisien, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman, setelah itu dicari apakah ada 

hubungan yang signifikan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD. 
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1.  Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli  

Daerah 

Untuk menjawab permasalahan pertama digunakan teknik efisiensi, 

teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak reklame 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman sudah efisien, 

dimana inputnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak 

reklame, sedangkan outputnya adalah realisasi penerimaan pajak reklame. Dan 

untuk mengetahui efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

digunakan rumus sebagai berikut :  

 

             Biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Reklame 
 Rasio efisiensi =         X 100%  

                     Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
 

Penghitungannya:  

                  85.160.000 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2001 =                                               X 100% 

                                                577.864.878,95 
 
 

              = 14,74% 
 
 
 
                  95.210.000 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2002 =                                               X 100% 

                                                832.927.225,91 
 
 

              = 11.43% 
 
 
                  104.810.000 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2003 =                                               X 100% 

                                                1.614.415.778,00 
 
 

              = 6.49% 
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                  199.640.000 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2004 =                                               X 100% 

                                                3.511.364.429,19 
 
 

              = 5.69% 
 
 
                  243.160.000 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 2005 =                                               X 100% 

                                                4.180.130.371,96 
 

              = 5.82% 
 
 
 

Secara jelas, efisiensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sleman 

ditunjukkan dalam tabel  V.1 sebagai berikut ini: 

Tabel V.3 
Efisiensi Penerimaan Pajak Reklame 

Kabupaten Sleman 
Tahun 2001-2005 

 
Tahun 

Anggaran 

Biaya Pemungutan 

Pajak Reklame 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Reklame 

Tingkat 

Efisiensi (%) 

2001 Rp   85.160.000 Rp    577.864.878,95 14.74 

2002 Rp   95.210.000 Rp    832.927.225,91 11.43 

2003 Rp 104.810.000 Rp 1.614.415.778,00 6.49 

2004 Rp 199.640.000 Rp 3.511.364.429,19 5.69 

2005 Rp 243.160.000 Rp 4.180.130.371,96 5.82 

Rata-rata   8,83 

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman 

 

 

 



 39

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah 

Untuk menjawab permasalahan ke dua digunakan analisis kontribusi. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kabupaten Sleman.  Dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan 

rumus : 

            Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

                       Kontribusi   =                                                                   X100% 

                                                               Realisasi PAD         

Penghitungannya:  

                  577.864.878,95 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2001 =                                            X 100% 

                                                      29.571.153.214,00 
 
 

                 = 1,95% 
 
 
                  832.927.225,91 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2002 =                                            X 100% 

                                                        38.908.192.767,97 
 

            
                    = 2,14% 

 
 
 
                  1.614.415.778,00 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2003 =                                            X 100% 
                                                                                    48.106.789.633,00 
 

  
                     = 3,36% 
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                  3.511.364.429,19 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2004 =                                            X 100% 

70.499.050.996,77 
  
 

                            = 4,98% 
 
                  4.180.130.371,96 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 2005 =                                            X 100% 

                                                      79.581.477.340,31 
 
                 = 5,25% 
 
 
 
Tabel di bawah ini menjelaskan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD 

Tabel V.4 
Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame 

Terhadap PAD Kabupaten Sleman 
Tahun 2001-2005 

 
Tahun 

Anggaran 

Realisasi Penerimaan 

Pajak Reklame 

Realisasi PAD Kontribusi (%) 

2001 Rp    577.864.878,95 Rp 29.571.153.214,43 1,95 

2002 Rp    832.927.225,91 Rp 38.908.192.767,97 2,14 

2003 Rp 1.614.415.778,00 Rp 48.106.789.633,00 3,36 

2004 Rp 3.511.364.429,19 Rp 70.499.050.996,77 4,98 

2005 Rp.4.180.130.371,96 Rp 79.581.477.340,31 5,25 

Rata-rata   3,54 

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman  

          

3. Analisis Korelasi 

                Langkah selanjutnya yaitu mencari besarnya tingkat hubungan antara 

penerimaan pajak reklame dan pendapatan asli daerah dengan mencari 

koefisien korelasinya (r) dengan rumus koefisien korelasi product moment. 
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Hubungan kedua variabel tersebut dikatakan kuat dan positif jika nilai r 

mendekati +1. 

 

(1) Hasil perhitungan (Lihat tabel V.5 pada halaman 48) menunjukkan bahwa 

nilai korelasi (r) yang diperoleh sebesar 0,994. Karena nilai r yang 

diperoleh (0,994) lebih mendekati +1.  

Maka dapat dikatakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut kuat dan 

positif.  

(2) Untuk mengetahui apakah nilai korelasi (r) yang diperoleh itu signifikan 

atau tidak. Maka dilakukan pengujian terhadap nilai r tersebut dengan uji t 

dan tingkat signifikansi 5% serta dengan derajat kebebasan (n-2). Sehingga 

diperoleh t tabel  sebesar 3,182. Dari hasil perhitungan (Lihat tabel V.5 pada 

halaman 46) diperoleh nilai t hitung  sebesar 15,645 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Karena signifikansi t lebih kecil dari 0,05.  

             Maka nilai korelasi yang diperoleh adalah signifikan. 

(3) Kesimpulan 

                  Karena t hitung  > t tabel  (15,645 > 3,182), maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli 

daerah, yang artinya apabila penerimaan pajak reklame naik maka PAD 

juga akan mengalami kenaikan. 

 

 

 

 



 42

Tabel V.5 

Ringkasan Hasil Analisis Korelasi 

Pengaruh r t hitung t tabel p Keterangan 

Pajak reklame 

terhadap PAD 

0,994 15,645 3,182 0,001 Signifikan 

 

C.  Pembahasan 

               Melalui analisis data terhadap penerimaan pajak reklame dalam 

hubungannya dengan PAD, dimana didalam penganalisan tersebut menggunakan 

dua analisis yaitu analisis efisiensi dan analisis kontribusi, dan untuk mencari 

hubungan antara penerimaan pajak reklame dengan PAD digunakan analisis 

korelasi, diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak reklame dapat dikatakan efisien 

karena karena tingkat efisiennya kurang dari 100%, yaitu berkisar dari 5.69% 

sampai dengan 14.74%. dengan tingkat rasio efisiensi sebesar 8,8% per tahunnya.  

Dari Tabel V.3 menunjukkan bahwa: 

a. Pada tahun 2001 tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame di      Kabupaten 

Sleman mencapai 14.74%, ini berarti bahwa tahun anggaran tersebut 

pemungutan pajak yang dilakukan sudah efisien. 

b. Pada tahun 2002 tingkat efisiensi lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu  

sebesar 11.43%. Akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. 

c. Pada tahun 2003 tingkat efisiensi lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 

6.49%, sehingga pada tahun ini pemungutan pajak yang sudah dilakukan 

sudah berjalan efisien, meskipun sudah berjalan efisien namun biaya yang 

dikeluarkan untuk memungut tetap saja lebih besar dari tahun sebelumnya. 
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d. Pada tahun 2004 tingkat efisiensi sebesar 5.69%. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh aparat 

pemungut. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan dapat ditekan 

seminimum mungkin, sehingga pada tahun ini pemungutan yang dilakukan 

dapat berjalan efisien. 

e. Pada tahun tahun 2005 tingkat efisien meningkat menjadi 5.82%. Hal ini 

menunjukkkan adanya penurunan kinerja yang dilakukan aparat dalam 

melakukan pemungutan meskipun tingkat efisiensi masih dibawah 100%. 

 Selain itu juga diperoleh hasil bahwa penerimaan pajak reklame dari 

tahun ketahun besarnya tingkat kontribusi mengalami peningkatan ini berarti akan 

meningkatkan PAD untuk menopang pertumbuhan pemerintah daerah, yaitu 

dengan rata-rata sebesar 3,54% dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2005 

dengan kontribusi 5,25% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2001 dengan 

kontribusi 1,95%.  

Dari Tabel V.4 di atas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan 

pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman tahun 

2001 sampai dengan tahun 2005  berkisar antara 1,95% - 5,25%. Pada tahun 2001 

penerimaan pajak reklame hanya memberikan kontribusi sebesar 1,95% terhadap 

PAD, akan tetapi pertumbuhan PAD setiap tahunnya cenderung mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan Kontribusi penerimaan pajak reklame 

tahun 2002 sebesar 0,19% yaitu dari 1,95% menjadi 2,14%. Pada tahun 2003 

realisasi yang diberikan juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan 

realisasinya, kontribusi yang diberikan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 

1,22%. Dari kontribusi yang diberikan pada tahun anggaran 2003 sebesar 3,36%, 

pada tahun 2004 naik menjadi 4,98% atau mengalami kenaikan sebesar 1,62% 
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dari tahun sebelumnya. Keadaan yang serupa terjadi pula pada tahun 2005 dimana 

kontribusi penerimaan pajak reklame naik menjadi 5,25% atau mengalami 

kenaikan sebesar 0,27%. 

Untuk mencari apakah ada hubungan yang signifikan antara penerimaan 

pajak reklame dengan PAD diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang signifikan 

yaitu nilai t hitung (15,645) > t tabel (3,182) dengan nilai r mendekati +1 sebesar 

0,994.  Berarti Ho ditolak. 

Dari hasil analisis data tersebut, penulis kumudian membandingkan 

dengan teori  untuk menilai keandalan dari penerimaan pajak reklame terhadap 

PAD dan mencoba melihat adanya kelemahan terhadap beberapa unsur, sehingga 

diharapkan untuk kemudian waktu dapat diadakan perbaikan terhadap beberapa 

kelemahan tersebut. 

Melalui analisis data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sudah melaksanakan 

pemunggutan secara tepat.  

 



BAB VI 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2001-

2005) sudah efisien, karena tingkat efisiennya kurang dari 100%, yaitu 

berkisar dari 5.69% sampai dengan 14.74%. dengan rasio efisiensi sebesar 

8,8% per tahunnya. 

2. Kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 sampai dengan tahun 

2005 yaitu dengan rata-rata sebesar 3,54% per tahun. Dengan kontribusi 

penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar 

terjadi pada tahun 2005 dengan kontribusi 5,25% dan kontribusi terkecil 

terjadi pada tahun 2001 dengan kontribusi 1,95%.  

3. Hubungan penerimaan pajak reklame dengan Pendapatan Asli Daerah, 

menunjukkan bahwa nilai t hitung (15,645) > t tabel (3,182) dengan nilai r 

mendekati +1 sebesar 0,994, dan hasil uji tersebut berada didaerah penolakan 

Ho, maka hasil ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

penerimaan pajak reklame dengan pendapatan asli daerah (PAD). 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Tidak ada ukuran yang pasti mengenai batasan tingkat rasio efisiensi di 

Kabupaten Sleman, sehingga hanya menarik kesimpulan batasan tingkat rasio 

efisiensi dari Halim (2001:264), dimana dapat disimpulkan apabila tingkat 

rasio semakin kecil akan mengambarkan kemampuan pemunggutan pajak 

reklame Pemerintahan Daerah yang semakin baik. 

2. Rentang tahun yang diteliti dan dikumpulkan dirasa kurang panjang, sehingga 

ada ketidakakuratan data yang diperoleh untuk diteliti dan dianalisis.   

 

C.  Saran 

  Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat mencari daerah Kabupaten yang mempunyai    

batasan tingkat rasio yang lebih pasti untuk menentukan tingkat efisiensinya 

2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan rentang waktunya menjadi sepuluh 

tahun atau lebih demi keakuratan data yang akan diteliti dan dianalisis. 
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